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PENGATURAN KOMPETENSI KOMISARIS INDEPENDEN 
DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE

Oleh:
Ni Komang Putri Rahayu1

Abstract 
The objective of the research is to reveal the Competence of Independent 
Commissioners in realizing Good Corporate Governance. The research 
method used is normative juridical research method with a conceptual 
approach, legislation, and case approach. The result of the research shows 
that the Independent Competence of Independent Commissioners in achieving 
Good Corporate Governance means that the regulation of the competence 
and integrity requirements of independent commissioners in Good Corporate 
Governance, especially the competency requirements are regulated in Limited 
Liability Company Law and Capital Market Law which regulates core business 
competence and core competency behavior. Meanwhile, the integrity of an 
independent commissioner is regulated in a code of conduct that an independent 
commissioner must adhere to.
 
Keywords: Independent Commissioner, Corporate Governance, Competence,  
       Integrity.

Abstrak 
Tujuan penel�t�an untuk mengetahu� pengaturan Kompetens� Kom�sar�s 
Independen dalam mewujudkan Good Corporate Governance. Metode 
penel�t�an yang d�gunakan adalah metode penel�t�an yur�d�s normat�f dengan 
pendekatan-pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan kasus. 
Has�l penel�t�an menunjukkan pengaturan Kompetens� Kom�sar�s Independen 
dalam mewujudkan Good Corporate Governance d�maksudkan bahwa 
pengaturan syarat kompetens� dan �ntegr�tas kom�sar�s �ndependen dalam Good 
Corporate Governance khususnya syarat kompetens� d�atur dalam Undang-
Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur 
mengena� kompetens� �nt� b�sn�s dan kompetens� �nt� per�laku. Sementara �tu, 
untuk �ntegr�tas kom�sar�s �ndependen d�atur dalam code of conduct (pedoman 
per�laku) yang harus d�patuh� oleh kom�sar�s �ndependen.

Kata Kunc�: Komisaris Independen, Tata Kelola Perusahaan, Kompetensi,  
          Integritas. 
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I. PENDAHULUAN 
Good Corporate Governance 

yang merupakan suatu hal yang 
menjad� keharusan d� Indones�a, 
meng�ngat buruknya perseps� dun�a 
luar terhadap Indones�a dan t�ngg�nya 
ekspektas� terhadap perusahaan publ�k 
dan BUMN untuk menjad� tulang 
punggung perekonom�an Indones�a 
Namun dem�k�an hal �n� seharusnya 
t�dak d�anggap sebaga� penghalang, 
namun dapat d�jad�kan pemacu untuk 
memot�vas� seluruh organ perusahaan 
dalam mengusung semangat Good 
Corporate Governance. 

Dalam perusahaan Dewan 
Kom�sar�s memegang peranan yang 
sangat pent�ng, terutama dalam 
pelaksanaan Good Corporate 
Governance. Menurut Egon Zehnder,2 
Dewan Kom�sar�s merupakan �nt� dar� 
Corporate Governance yang d�tegaskan 
untuk menjad�kan pelaksanaan strateg� 
perusahaan, mengawas� manajemen 
dalam mengelola perusahaan, 
serta mewaj�bkan terlaksananya 
akuntab�l�tas dan bertanggungjawab 
untuk mengawas� manajemen, dengan 
dem�k�an Dewan Kom�sar�s merupakan 
suatu pusat ketahanan dan kesuksesan 
perusahaan.

Salah satu upaya yang dapat 
d�tempuh dalam mewujudkan Good 
Corporate Governance dalam 
pengelolaan korporas� adalah dengan 
membentuk Kom�sar�s Independen 
yang duduk dalam ajaran pengurus 
perseroan, terutama pada perusahaan 

2 Egon Zehnder Internat�onal, Corporate 
Governance and the Role of the Board of 
Directors. 2000, hlm. 35. 

publ�k (public listing company). 
Kom�sar�s �ndependen adalah 
kom�sar�s yang bukan merupakan 
anggota manajemen, pemegang saham 
mayor�tas, pejabat maupun seseorang 
yang berhubungan secara langsung 
ataupun t�dak langsung dengan 
pemegang saham mayor�tas dar� 
suatu perusahaan yang mengawas� 
pengelolaan perusahaan.3 Kom�sar�s 
Independen t�dak boleh terlepas 
dar� perspekt�f pr�ns�p GCG secara 
keseluruhan d� suatu perusahaan 
d�mana independency, transparency, 
accountability, responsibility, dan 
fairness yang menjad� landasan utama 
dalam menjalankan perusahaan.

Penel�t�an tentang pengaturan 
pada kompetens� kom�sar�s 
�ndependen dalam mewujudkan Good 
Corporate Governance dar� seg� 
substans�nya, penel�t�an yang pal�ng 
dekat dengan mater� pengaturan 
kompetens� kom�sar�s �ndependen 
dalam mewujudkan Good Corporate 
Governance adalah (1) F�rmansyah 
melakukan penel�t�an pada tahun 
2010 dengan judul “Peranan 
Mengopt�malkan Fungs� Aud�tor 
Internal dalam Penerapan GCG d� PT 
BNI. tbk”, yang d�muat dalam Jurnal 
Ilmu Hukum Sya�r Hukum, Volume 
XII, Nomor 1; (2) Badr�yah R�fa�, 
melakukan penel�t�an pada tahun 
2010 dengan judul “Peran Kom�sar�s 
Independen dalam mewujudkan GCG 

3 Indra Surya dan Ivan Yust�avandana, 
Penerapan Good Corporate Governance 
Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi 
Kelangsungan Usaha, Kencana, Jakarta, 2006, 
hlm. 135. 
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d� Perusahaan Publ�k”, yang d�muat 
dalam Jurnal Hukum, Volume 16, 
Nomor 3; dan (3) Djohar� Santosa 
melakukan penel�t�an pada tahun 2008 
dengan judul “Kegagalan Penerapan 
GCG Pada Perusahaan Publ�k d� 
Indones�a”, yang d�muat dalam Jurnal 
Hukum, Nomor 2,  Volume 15. Dar� 
perbedaan penel�t�an-penel�t�an 
tersebut, penel�t�an �n� member�kan 
kontr�bus� untuk menjad� bahan 
pem�k�ran maupun masukan dalam 
hal peranan kom�sar�s �ndependen 
dalam mewujudkan Good Corporate 
Governance d� Indones�a.

Adapun tujuan penel�t�an �n� 
adalah untuk mengetahu� pengaturan 
kompetens� kom�sar�s �ndependen 
dalam mewujudkan Good Corporate 
Governance d� Indones�a.

II. METODE PENELITIAN 
Sejalan dengan permasalahan 

penel�t�an �n�, maka metode penel�t�an 
hukum yang d�gunakan bers�fat 
penel�t�an hukum yur�d�s normat�f 
dengan pendekatan konsep (conceptual 
approach), pendekatan perundang-
undangan (statuta approach) dan 
pendekatan kasus (case approach). 
Tekn�k pengamb�lan bahan hukum 
d�lakukan melalu� stud� kepustakaan. 
Tekn�k anal�s�s bahan hukum yang 
d�gunakan merupakan anal�s�s yur�d�s. 
Objek atau sasaran yang merupakan 
data penel�t�an �n� pada dasarnya 
berk�sar pada kaj�an �lmu hukum, 
yang bert�t�k berat pada substans� atau 
regulas� hukum mengena� pengaturan 

kompetens� kom�sar�s �ndependen 
dalam mewujudkan Good Corporate 
Governance.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Saat �n� memang sangat banyak 

seorang yang menjalankan b�sn�s 
dengan berbaga� macam dan ragam 
jen�s korporas� mula� menjalankan 
tata kelola, hal �n� sangat terdorong 
pada kebutuhan pasar yang menuntut 
perusahaan publ�c yang menjalankan 
s�stem manajemen secara ba�k. 
Pedoman umum Good Corporate 
Governance d� Indones�a d�susun 
oleh Kom�te Nas�onal Keb�jakan 
Governance. Metode penerapan 
Pedoman Good Corporate Governance 
oleh perusahaan-perusahaan d� 
Indones�a ba�k perusahaan terbuka 
maupun perusahaan tertutup pada 
dasarnya bers�fat comply and explain. 
Aspek Pedoman Good Corporate 
Governance d�harapkan d�terapkan oleh 
perusahaan-perusahaan d� Indones�a. 4 
Apab�la belum seluruh aspek pedoman 
�n� d�laksanakan maka perusahaan 
harus mengungkapkan aspek yang 
belum d�laksanakan tersebut beserta 
alasannya dalam laporan tahunan. 
Namun dem�k�an meng�ngat pedoman 
�n� hanya merupakan acuan sedangkan 
pelaksanaannya d�harapkan d�atur 
leb�h lanjut oleh otor�tas mas�ng-
mas�ng �ndustr�, maka penerapan �n� 
bers�fat voluntary dan t�dak terdapat 
sanks� hukum apab�la perusahaan t�dak 
menerapkan pedoman �n�.

4 Kom�te Nas�onal Keb�jakan Governance 
(KNKG), op.cit, hlm.��.
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Dewan Kom�sar�s dalam 
melaksanakan tugas pengawasannya 
dapat membentuk kom�te yang 
akan membantu tugas-tugas dewan 
kom�sar�s. Bag� perusahaan yang 
sahamnya tercatat d� bursa efek, 
perusahaan negara, perusahaan 
daerah, perusahaan yang mengh�mpun 
dan mengelola dana masyarakat, 
perusahaan yang produk atau jasanya 
d�gunakan oleh masyarakat luas, serta 
perusahaan yang mempunya� dampak 
luas terhadap kelestar�an l�ngkungan, 
sekurang-kurangnya harus membentuk 
Kom�te Aud�t, sedangkan kom�te la�n 
d�bentuk sesua� dengan kebutuhan. 

Namun sayangnya UUPT 
justru belum mengatur mengena� 
kompetens� dar� kom�sar�s �ndependen 
(norma kosong). UUPT hanya 
mengatur mengena� jumlah kom�sar�s 
�ndependen dan pengangkatan 
kom�sar�s �ndependen saja, yang d�atur 
hanya dalam 1 (satu) pasal ya�tu Pasal 
120 UUPT. Pasal 120 ayat (1) UUPT 
mengatur perseroan untuk mempunya� 
sekurang kurangnya satu orang 
kom�sar�s �ndependen. Sementara �tu 
Pasal 120 ayat (2) UUPT menegaskan 
bahwa kom�sar�s �ndependen d�angkat 
berdasarkan keputusan RUPS dar� p�hak 
yang t�dak teraf�l�as� dengan pemegang 
saham utama, anggota d�reks� dan/atau 
anggota dewan kom�sar�s la�nnya. 
Sela�n 2 (dua) ketentuan tersebut 
UUPT t�dak mengatur hal la�nnya 
mengena� kom�sar�s �ndependen 
termasuk kompetens�nya juga belum 
d�atur dalam UUPT. Kom�sar�s 

�ndependen leb�h banyak d�tentukan 
oleh peraturan yang tumbuh dan 
berkembang dalam prakt�k hukum 
sepert� m�salnya KNKCG tad�.

D� dun�a usaha sekarang �n�, 
dalam pelaksanaan pr�ns�p GCG 
sangat memerlukan Kom�sar�s 
Independen yang perkembangan 
b�sn�snya �n� sangat patut mendapatkan 
puj�an, d�karenakan memperl�hatkan 
adanya keg�atan usaha secara ba�k. 
Apab�la t�dak berfungs�nya kom�sar�s 
�ndependen maka d�perk�rakan 
membuka suatu peluang perusahaan 
melakukan kecurangan. Padahal 
kehad�ran kom�sar�s �ndependen 
sangat pent�ng bag� terc�ptanya 
penyelenggaraan perusahaan dengan 
ba�k.5

Dalam Perseroan Terbatas 
Kom�sar�s Independen mem�l�k� 
tanggung jawab yang sangat besar. 
Dapat d�contohkan sebaga� ber�kut, 
pada jaman Orde  Baru, pens�unan 
Jendral mas�h banyak yang d�angkat 
sebaga� kom�sar�s, mesk�pun mereka 
jarang ke kantor, bahkan mereka t�dak 
mengetahu� atau memaham� asal usul 
serta permasalahan perseroan, yang 
mereka dudukan sebaga� kom�sar�s. 
Dalam suatu perseroan, harus 
d�waj�bkan mempunya� sekurang-
kurangnya satu orang kom�sar�s yang 
�ndependen dan satu orang kom�sar�s 
utusan (Pasal 120 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas.

5 S�nar Harapan.co.�d, 10 Oktober 2004, d�akses 
8 Jun� 2017 



421

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Desember 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 4 : 417 - 423

Dalam pasar modal, keberadaan 
Kom�sar�s Independen memegang 
suatu peranan pent�ng, d�harapkan 
mereka dapat membawa suara para 
pemegang saham m�nor�tas dalam 
sebuah perusahaan yang Go Public. 
Oleh sebab �tu orang yang mem�l�k� 
�ntegr�tas, kred�b�l�tas dan profes�onal 
dapat menjad� Kom�sar�s Independen. 
Sela�n �tu jangan sampa� mereka mau 
d�sogok dem� kepent�ngan pemegang 
saham mayor�tas.6 

Good Corporate Governance 
d�perlukan untuk mendorong 
terc�ptanya pasar yang ef�s�en, 
transparan dan kons�sten dengan 
peraturan perundang-undangan. Oleh 
karena �tu penerapan Good Corporate 
Governance perlu d�dukung oleh t�ga 
p�lar yang sal�ng berhubungan, ya�tu 
negara dan perangkatnya sebaga� 
regulator, dun�a usaha sebaga� 
pelaku pasar, dan masyarakat sebaga� 
pengguna produk dan jasa dun�a 
usaha. Pr�ns�p-pr�ns�p Good Corporate 
Governance mengacu kepada pendapat 
Cadbury Comm�ttee7 secara umum 
ada l�ma pr�ns�p dasar dar� GCG, 
ya�tu: Transparency, Accountability, 
Responsibility, Independency, dan 
Fairness, yang untuk memudahkan 
dapat d�akron�mkan menjad� tar�f.

Peranan Kom�sar�s Independen 
dan Kom�te  Aud�t mengupayakan 
pen�ngkatan dalam Menc�ptakan Good 
6 S�nar Harapan.co.�d, 24 Oktober 2004, d�akses 

8 Jun� 2017 
7 Cadbury Report., The Report of the Cadbury 

Commite on Financial Aspect of Corporate 
Governance: The Code of Best Practise, 
Cadbury-Schweppes, 2006, hlm. 8.

Corporate Governance d� Indones�a. 
Saat �n� Good Corporate Governance 
sudah menjad� suatu kebutuhan 
bag� suatu negara atau perusahaan 
yang �ng�n masuk ke dalam keg�atan 
b�sn�s �nternas�onal. Seorang �nvestor 
akan membel� saham dengan harga 
yang t�ngg�, salah satu �nd�katornya 
adalah apakah perusahaan (emiten) 
menerapkan pr�ns�p Good Corporate 
Governance secara ba�k atau t�dak. 
Dengan dem�k�an, pr�ns�p Good 
Corporate Governance telah menjad� 
suatu pr�ns�p yang sangat pent�ng bag� 
keberhas�lan pengelolaan perusahaan.

Salah satu upaya yang dapat 
d�tempuh dalam mewujudkan Good 
Corporate Governance dalam 
pengelolaan korporas� adalah dengan 
membentuk Kom�sar�s Independen 
dan Kom�te Aud�t yang duduk dalam 
jajaran pengurus perseroan, terutama 
pada perusahaan publ�k (public 
listing company). Mengungkapkan 
pen�ngkatan peranan Kom�sar�s 
Independen dan Kom�te Aud�t dalam 
ka�tannya untuk menc�ptakan Good 
Corporate Governance d� Indones�a 
d� masa mendatang, sama halnya 
memb�carakan peran Kom�sar�s 
Independen dan Kom�te Aud�t yang 
mendekat� �deal.

Kom�sar�s Independen �dealnya 
merupakan kom�sar�s yang bukan 
merupakan anggota manajemen, 
pemegang saham mayor�tas, pejabat 
ataupun seseorang yang berhubungan 
secara langsung ataupun t�dak 
langsung dengan pemegang saham 
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mayor�tas dar� suatu perusahaan yang 
mengawas� pengelolaan perusahaan. 
D�  masa depan dalam suatu perseroan, 
d�waj�bkan mempunya� sekurang 
kurangnya satu orang Kom�sar�s 
Independen, yang berasal dar� luar 
perusahaan serta t�dak mempunya� 
hubungan b�sn�s dengan perusahaan 
atau af�l�as�nya. Kom�sar�s Independen 
�n� d�harapkan dapat menc�ptakan 
kese�mbangan berbaga� kepent�ngan 
p�hak, sepert� pemegang saham 
utama, d�reks�, kom�sar�s, manajemen, 
karyawan, maupun pemegang saham 
publ�k.

Keberadaan Kom�sar�s 
Independen dan Kom�te Aud�t sangat 
pent�ng dalam menc�ptakan GCG d� 
Indones�a. Kedudukan kedua organ 
�n� dalam perusahaan publ�k adalah 
berka�tan dengan tanggung jawab 
pengawasan dar� dewan kom�sar�s. Oleh 
sebab �tu, keberadaan dar� Kom�sar�s 
Independen yang duduk dalam 
Kom�te Aud�t dan Anggota Kom�te 
Aud�t, waj�b untuk menaat� ketentuan 
tentang keg�atan dar� Kom�te Aud�t. 
Sebaga� kom�te yang membantu fungs� 
pengawasan kom�sar�s, Kom�te Aud�t 
mem�l�k� fungs� dalam hal yang terka�t 
dengan proses dan peran aud�t bag� 
perusahaan, terutama dalam pelaporan 
has�l aud�t keuangan perusahaan yang 
d�paparkan untuk publ�k.

IV. KESIMPULAN 
Pengaturan Kompetens� 

Kom�sar�s Independen dalam ka�tannya 
untuk mewujudkan Good Corporate 

Governance bahwa Untuk pengaturan 
syarat kompetens� belum d�atur dalam 
Undang-Undang Perseroan Terbatas 
(UUPT) dan Undang-Undang Pasar 
Modal (UUPM) yang mengatur 
mengena� kompetens� �nt� b�sn�s dan 
kompetens� �nt� per�laku. Sementara 
�tu untuk �ntegr�tas Kom�sar�s 
Independen code of conduct (pedoman 
per�laku) yang harus d�patuh� oleh 
Kom�sar�s Independen. Pertemuan 
antara kompetens� dan �ntegr�tas 
akan membentuk kompetens� pr�bad� 
Kom�sar�s Independen yang merupakan 
kompetens� seorang Kom�sar�s 
Independen untuk meng�ntegras�kan 
pengetahuan, keteramp�lan, s�kap 
dan n�la�-n�la� pr�bad� berdasarkan 
pengalaman dan pembelajaran 
dalam pelaksanaan tugas Kom�sar�s 
Independen secara profes�onal, efekt�f 
dan ef�s�en.
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